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PERJUDIAN ELEKTRONIK

A. Latar Belakang L ahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemajuan dunia elektronika berkaitan erat dengatkegmebangan dunia
internet. Secara harafiah, internet (kependekan idfr connected-networking)
ialah rangkaian komputer yang berhubungan satu &inra

Kebutuhan manusia akan informasi dan saling bertuKarmasi untuk
keperluan pribadi atau kelompok guna mencapai hjkgaajuan masing-
masing. Dunia saat ini sudah semakin terkoneksisddath satu hal yang paling
menarik dari keterkoneksian ini adalah internetagaeb dinamika dunia
elektronika’®

Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjad@mgan sangat cepat.
Adanya internet memungkinkan setiap orang mudabkumiengakses informasi
dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan intetapat menciptakan suatu
jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun.

Kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai dampagitgodan dampak
negatif. Dampak positifnya antara lain mudahnya penoleh Informasi
kapanpun dan dimanapun, meningkatkan perdagangan pamtumbuhan

ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapatnd@atkan sebagai media

! Darma, dkkBuku Pintar Menguasai Internet, Jakarta:Mediakita, 2010, him.1
2 Daryanto,Mamahami Kerja Internet, Bandung:Rama Widya, 2004, him.10
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pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkapamin untuk
berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apa@mlain-lain.

Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuka ruangadieya
perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, dasakenoral bangsa melalui
sitiu-situs tertentu, menurunkan rasa nasionaligmeayalah gunaan yang tidak
memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya dapatmbulkan perpecahan
dan sebagainya.

Namun Pemerintah Republik Indonesia bersama dejfaR rupanya
telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan byarkg dapat ditimbulkan
oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimgha, pada 21 April 2008,
diundangkanlah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 hgnténformas dan
Transaksi Elektronik yang lebih di kenal dangan UU ITE.

Di dalam pasal 3 UU ITE disebutkan bahwa pemanfada&knologi
informasi dan transaksi elektronik dilaksanakandasarkan asas kepastian
hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dandtssan memilih teknologi
atau netral teknologi. Pasal 4 juga menyebutkarwhgbemanfaatan teknologi
informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuatuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dayianakat informasi
dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasiateh rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3 http://www.lawangspot.com/read/asas-asas-dan-tujuamomor-11-tahun-2008-internet-

dantransaksi-elektronik, diakses tanggal 10 -1-2011
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3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanabligu

4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiag wnéuk memajukan
pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan damarfaatan
Teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggjawab; dan

5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hldagnpengguna dan
penyelenggara teknologi informasi.

Pembangunan nasional adalah satu proses yang @gtkah yang harus
senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadiadyarakat. Globalisasi
informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagiari masyarakat
informasi  dunia sehingga mengharuskan dibentukpgagaturan mengenai
pengelolaan informasi dan transaksi elktronik dngkat nasional, sehingga
pembangunan teknologi dapat dilakukan secara ohtmeata,dan menyebar ke
seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan krcdangsa.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ya@gikian pesat
telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan smamalam berbagai
bidang yang secara langsung telah mangaruhi lahioeyntuk-bentuk perbuatan
hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknolégimasi harus terus
dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memkerk persatuan dan
kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundai@pgan dami kepentingan
nasional.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan pentingndgerdagangan dan

pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkeesejahteraan

4 1bid.
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masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembateganlogi informasi
melalui instruktur hukum dan pengaturannya sehinggaanfaatan teknologi
informasi dilakukan secara aman untuk mencegah ghagingunaan dengan
memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budagayarakat Indonesta.
Berdasarkan pertimbangan sebagai mana diterangkatasl maka
dibentuklah undang-undang tentang informasi, damstiksi Elektronik.
Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komwniteglah mengubah
baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusiearas Global.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikashhtgbula menyebabkan
hubungan dunia menjadi tanpa bataw dderlees) dan menyebabkan perubahan
sosial, ekonomi, dan budaya secara sigfinikan bgslang demikian cepat
teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermaiza karena selain
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahterakemajuan, dan
peradaban manusia, sekalius menjadi sarana epekbfiatan melawan huku.
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yarigmal dengan hukum
siber atau hukum telematika. Hukum siber atgler law, secara internasional
digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengamanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum ted¢ika yang merupakan
perwujudan dari konveregensi hukum telekomunikaskum media, dan hukum

informasi (aw of information technology), hukum dunia mayaviftual world

® Jihat alasan menimbang Undang-Undang No.11 Tah@8 20ntangnformasi dan Transaks
Elektronik

6 Penjelasan atas undang-undang Republik IndonegigoNa1 Tahun 2008 Tentarigformasi
dan Transaksi elektronik
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law), dan hukum mayantara, Istilah-istilah tersebutrlahengingat kegiatan
yang di lakukan melalui jaringan sistem komputan distem komunikasi baik
dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengaemanfaatkan teknologi
informasi berbasis sistem komputer yang merupakstens elektronik yang
dapat dilihat secara virtual.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adaitka terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau tragisaecara elektronik,
khususnya dalam hal pembuktian dua hal yang tediesigan perbuatan hukum
yang di laksanakan melalui sistem elektronik. Yalgaksud dengan sistem
elektronik adalah sistem komputer dalam arti lyasg tidak hanya mencakup
perangkat keras dan perangkat lunak komputer,itgigp mencakup jaringan
telekomnikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik

Perangkat lunak atau program komputer adalah saklampntruksi yang
di wujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, amtalgentuk lain, yang
apabila digabungkan dengan media yang dapat ditbacgan komputer akan
mampu membuat komputer bekerja untuk melakukansfukigusus atau untuk
mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapaanceang intruksi terseb@it.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskaberadaan sistem
informasi yang merupakan penerapan teknologi indsingang berbasis jaringan
telekomunikasi dan media elektronik, yang berfunggrancang, memproses,

menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau yeterkan informasi

7 Aditya, Cybercrime, http://www.duniamaya.org/index.php/security/kejn-dunia-maya-
cybercrime/, diakses tanggal 25-3- 2010.
8 http://www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035982if diakses tanggal 10 -1- 2011
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elektronik. Sistem informasi secara teknis dan npesmen sebenarnya adalah
perwujudan penerapan produk teknologi informasi dadam suatu bentuk
organisasi dan manajemen sesuai dengan karaltdwmktutuhan pada organisasi
tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukanya Bladyang lain, sistem
informasi secara teknis dan fungsional adalah rpatkian sistem antara
manusia dan mesin yang mencakup komponen peraikgkas, perangkat lunak,
prosedur, sumber daya manusia, dan substansi iasornyang dalam
pemanfaatanya mencakup fungsnput, proses, output, storage, dan
communication.’

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya ssehk lama
memperluas penafsiran atas dan normanya ketika hmdagi persoalan
kebendaan yang tidak terwujud, misalnya dalam kasasurian listrik sebagai
perbuatan pidana. Dalam kenyataan siber tidak Isgderhana karena
kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatgara yang mudah diakses
kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat teblipada pelaku transaksi
maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukansaksi, misalnya
pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaanternet.

Disamping itu, pembuktian merupakan faktor yang gafnpenting
mengingat informasi elektronik bukan saja belunakemodasi dalam sistem
hukum acara Indonesia secara komprehensif, mekaifkga ternyata sangat

rentan untuk di rubah, disadap, dipalsukan, dairihkke berbagai penjuru

° Penjelasan atas undang-undang republik IndonesinoN 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
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dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikigampak yang di
akibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidapgrédataan karena dan
transaksi elektronik untuk kegiatan perdaganganaluelsistem elektronik
(electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan
internasional. Kenyataan ini menunjukan bahwa kogersi di bidang teknologi
informasi, media, dan informarmatika (telematikajkembang terus tanpa dapat
di bendung, seiring dengan di temukannya, perkegdranbaru di bidang
teknologi, media, komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang el juga ruang siber
(cyber space), meskipun bersifat virtual dapat di kategorikabagai tindakan
atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridistiegpada ruang siber tidak
dapat di dekati dengan ukuran dan kualifikasi hulkkamvesional saja sebab jika
cara ini di tempuh akan terlalu banyak kesulitam dwl yang lolos dari
pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siberabhd&legiatan virtual
berdampak sangat nyata meskipun alat buktinyafaeedektronik™®

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikuakilkan pula sebagai
orang yang telah melakukan perbuatan hukum segata.nDalam kegiatas-
comeerce antara lain di kenal adanya dokumen elektronilgy&edudukanya di
setarakan dengan dokumen yang di bauat di atasskert

Berkaitan dengan hal itu, perlu di perhatikan kisamanan dan kepastian

hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, medan komunikasi agar

19 http://www.lipi.go.id/intra/informasi/12500359821f diakses tanggal 10 -1-2011
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dapat berkembang secara optimal, oleh karenardapat tiga pendekatan untuk
menjaga keamanan diyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek
teknologika spek sosial, budaya dan etika, untukgatasi gangguan keamanan
dalam menyelenggarakan sistem secara elektroniidegatan hukum bersifat
mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan mfaatan teknologi
informasi menjadi tidak optimat.

Bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalaggpeaan teknologi
dan informasi, terutama dengan di sahkanya Undamigily No.11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik (UU I'papla tanggal 21 April 2008.
UU ITE mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia,ekar saat ini Indonesia
merupakan salah satu Negara yang telah menggund&anmemanfaatkan
teknologi secara luas dan efisien, namun belum itetdndang-Undang Cyber.
Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dabupéan hukum di dunia
maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mgaigi berbagai
tindakan, sepertcarding, hacking, cracking, phising, viruses, cybersguating,
pornografi, perjudian (online gambling); transnasional crime yang
memanfaatkan informasi teknologi sebagtol” (alat), telah menjadi bagian
dari aktifitas pelaku kejahatan interriét.

Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain ibenformasi dan

dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan selelttronik, tanda tangan

* penjelasan atas undang-undang republik IndonesiaoN 11 Tahun 2008 Tentahgformasi
dan Transaksi Elektronik
12 http://bambang.staff.uii.ac.id/2008/10/. Diaksasggal 20 -6-2010
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elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggarasistem elektronik, transaksi
elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan griva

Adapun terobosan-terobosan yang penting dalam WiriTadalah:

1. Tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatarkinm yang sama dengan
tanda tangan konvensional (tinta basah dan beraigater

2. Alat bukti elektronik diakui seperti alat buktihgia yang di atur dalam KUHP
maupun Hukum Acara Perdata.

3. Undang-Undang ITE, berlaku untuk setiap orang yewedpkukan perbuatan
hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupuuar Indonesia.

4. Penyelesaian sengketa juga dapat di selesaikaranlangtode penyelesaian
sengketa atau arbitrase.

Fakta menunjukan, masyaraakat umum dan perbankasughya telah
melakukan kegiatan transaksi yang seluruhnya meraggun teknologi informasi
sebagai alaftools).

Mengingat penggunaan transaksi elektronik ini temusningkat, maka
sangat diperlukan panyaring hukum untuk mengatyropéuk itulah UU ITE
menjadi urgent (penting) dan mendesak untuk segera diimplemdwasiUU
ITE ini diharapkan memberikan manfaat, guna memakepastian hukum bagi
masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, doemg pertumbuhan

ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasisokesi informasi dan



60

melindungi masyarakat pengguna jasa dengan mentkafiaateknologi
informasi®®
B. Asas-Asas Undang-Undang Informasi dan Transaks Elektronik berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaks
Elektronik
Di dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentdnigrmasi dan
Transaksi Elektronik terdiri atas asas-asas sebagai berikut:
a. Asas Kepastian Hukum
Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi inforndesn transaksi
elektronik serta segala sesuatu yang mendukungefsrggraanya yang dapat
pengakuan hukum di dalam dan di luar pengatfil@ebagai contoh pasal 6 :
Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yangudi délam pasal 5 ayat (4) yang
mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbéettikis atau asli, informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik di anggdp ssgpanjang informasi yang
tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilldhijamin keutuhanya, dan
dapat di pertanggung jawabkan sehingga menerarsglan keadaan.
Pasal 30 ayat (3):
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atawamelaukum mengakses

komputer dan/atau sistem elektronik dengan carpuspaengan melanggar,
menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman

13 http://bambang.staff.uii.ac.id/2008/10/ Diaksewygal 20 -6- 2010
14http://www.Iawangspot.com/read/asas-asas-dan-tujluanomor-11-tahun-2008-internet-
dantransaksi-elektronik, diakses tanggal 10 -1-2011
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b. Asas Manfaat

Asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan #lsiselektronik di
upayakan untuk mendukung proses informasi sehirdg@at meningkatkan
kesejahteraan masyarakaseperti dalam pasal 4 huruf d:

pasal 4

Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada aset@ag ontuk memjukan
pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dararmfaatan teknologi
informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
c. Asas Efisiensi

Pasal 4 huruf C : Meningkatkan efektifitas daniefisi pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanak, dadam bentuk barang
public maupun jasa public yang pada prinsipnya adinjanggung jawab dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusatatiaelan dilingkungan BUMN
atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhasyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan pergnochdangan. Dengan
adanya teknologi maka kita bisa mengefisienkan wa&ontoh: Pembayaran
listrik dengan menggunakan ATM (anjungan tunai di@n
d. Asas Keterbukaan/Transparansi

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sisedektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar barkalengan cara kontrak,
produsen, dan produk yang ditawarkan

Dengan adanya keharusan diatas maka perusahaandrwuka atas produk

yang di keluarkan atau isi kontraknya tidak bolekngandung unsur yang

15| bid
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merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen dikenal dengan
Klausula eksonerasi di mana adanya pengalihan taxgggwab yang sehurusnya
tanggungjawab pelaku usaha menjadi tanggungjawasuken.
e. Asas Persamaan Perlakuan/Non-diskriminasi
Pasal 14
Penyelenggara sertifikasi elektronik harus meyetialnformasi yang akurat,
jelas, dan pasti kepada setiap pengguna.
a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi peagaganan
b. Hal yang dapat di gunakan untuk mengetahui datgpembuat tandatangan
elektronik.
c. Hal yang dapat di gunakan untuk menunjukan kebedakdan keamanan
tandatangan elektronik
Pemilik, penyedia, pengguna sistem informasi bgdang jawab dan
mempertangung jawabkannya sebagaimana yang tedalaat Pasal 15 ayat (1)
dan (2):
Pasal 15
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus glenggarakan Sistem
Elektronik secara andal dan aman serta bertanggangb terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestiny
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik  bertanggung jawabrhadap
Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
Ketentuan Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Elektronik
ber dasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaks Elektronik.
Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam mastaadalah tunduk

kepada tata tertib atas peraturan di masyarakatretgara, kalau tata tertib yang

berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurangankasejateraan dalam



63

masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mukgkiau sama sekali.
Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, realebih dahulu dilihat

pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeadjamlam bukunya “Asas-

asas Hukum Pidana”, Hukum pidana adalah bagiampdda keseluruhan hukum
yang berlaku disuatu Negara, yang dasar-dasamgutantuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang ltiolek dilakukannya, yang
dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yangpheidana tertentu bagi
barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepadeekan yang telah
melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijgiittana sebagaimana
yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaannapidi@ dapat
dilaksanakan apabila orang yang disangka telah nggé larangan
tersebut?®

Menurut Ronny Hanintijo Soemittmahwa:

“Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah meneaapknekanisme
kontrol sosial yang membersihkan masyarakat danipsa-sampah masyarakat
tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatugikiruntuk mempertahankan
eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompaigy bekerja di dalam
ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasthgatasi tuntutan yang
menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agamigelk tersebut tetap

utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam nsela&kan tugasnya
sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau putia

Hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dasdboeh
masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidledt oleh hukum akan

mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebdiag@mana diketahui bahwa

16 Moeljatno,Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, him. 1
17 Ronny Hanitijo SoemitroBeberapa Masalah Dalam Sudi Hukum dan Masyarakat, Bandung:
CV Remadja Karya, 1985, him. 132.
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manusia itu merupakan makhluk sosiabof politicion), yang berarti ia
merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkungmrgaul dan berinteraksi
dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhamiat®

Menurut Bambang Poernomuengertian hukum yaitu:

“Hukum merupakan organ peraturan-peraturan yangradysdan
keduahukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakd hukum
dan mengatur kepentingan masyarakat”.

Menurut Sudart@da 2 hal pokok yang berkaitan dengan ketentuaarhuk
yaitu:

1. Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-peruatng diancam pidana,
artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhg yimemungkinkan
pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-Negara menyatakan
kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yangnd dan siapa
yang dapat dipidana.

2. Kedua, menetapkan dan mengemukakan reaksi aygaakan diterima oleh

orang yang melakukan perbuatan yang dilafdng.

Mengingat tujuan dari pada Undang-Undang Informden Transaksi
Elektronik ini adalah manfaat, kehati-hatian, iktik baik, dan kebebasan
memilih teknologi atau netral teknologi, seperthgadermuat dalam bab Il pasal
3 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informdan Transaksi

Elektronik®! :

'8 Soerjono Soekant&osiologi Suatu Pengantar,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, him. 27

19 Bambang Poernomésas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Dahlia Indonesia, 1997, him. 17

20 SudartoHukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1997 Him. 92

2l Undang-undang ITElfformatika dan Transaksi Elektronik), Yogyakarta: New merah Putih,
cet.l, 2009 him. 4
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Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elekt dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kedtaih iktikad baik, dan
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Maka hal ini pun senada dengan tujuan hukum peraatarkarena tujuan

hukum dengan pemidanaan adalah:

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demigpagoman negara,
masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan n@@énjanusia yang berbudi
baik dan berguna.
Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkah tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak diperkenankan merendahkan maareanusia?
Penjatuhan pidana sebagai penderitaan kepada galdmgnya merupakan
obat terakhir {Jltimum Remedium) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain
seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Salahbeatwk pidana yang paling
berat adalah pidana mati. Pidana mati merupakan jeats pidana yang tua
dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dangplbntroversial dari
semua sistem pidana, baik di Negara-negara yangyaneh sistem Common
Law, maupun di Negara-negara yang menganut Civil.£%a
Berdasarkan Pasal 43 ayat 3 Undang-Undandg|Tditegaskan bahwa

penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektremita penangkapan dan

him.

22 sydartoOp.Cit, him. 50
23 Andi Hamzah dan A. SumangelipRidana Mati Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985,
11

24 Undang-undang ITElGformatika dan Transaks Elektronik), Yogyakarta: New merah Putih,

cet.l, 2009 him. 24
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penahanan pelakeyber crime harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan
Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluhatjgm. Ketentuan di atas
merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkameka tidak dimungkinkan
mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Nesggeimpat untuk melakukan
hal termaksud dalam waktu yang sangat singkatstitu(kali dua puluh empat
jam). Selain itu, sampai saat ini belum ada Pematitemerintah atas Undang-
Undang ITE, termasuk mengenai pelaksanaan pengdelad penyitaan,
penangkapan serta penahanan tersangka kasus aerjundilalui internet ini.
Dalam ketentuan pidana dalam bab Xl disebutkan,nfeigenai sanksi yang
diberikan kepada pelanggar/pelaku tindak pidangugen elektronik tersebut
yait?® :
Pasal 45

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dichaledam Pasal 27

ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipaddangan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyakOB@.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

Ketentuan dalam penaganan Tindak Pidana perjuadiandiikuti
dengan ketentuan penyidikan sebagaimana yang tepada bab X tentang
penyidikan yaité® :

Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimlaklalam Undang-
Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalakubh Acara Pidana dan

ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

% Undang-undang ITElGformatika dan Transaksi Elektronik), Yogyakarta: New merah Putih,
cet.l, 2009 him. 44
?%|bid, him.43
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(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Repuliti#onesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipiltertentu di lingkungan Pemahnyang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologorindsi dan
Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebaganyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentakgntHécara
Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi darafisaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kaiaha, kelancaran
layanan publik, integritas data, atau keutuhan dasuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadagmsistektronik yang
terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilaktas izin ketua
pengadilan negeri setempat.

(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga dinpranya
kepentingan pelayanan umum.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana &sud pada ayat (1)
berwenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseteateng adanya
tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Unaang i

b. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untlidengar
dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksibsegan
dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang tedeaigan
ketentuan Undang-Undang ini;

c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran lapogan katerangan
berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketetmdang-
Undang ini;

d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atalarB&saha
yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasatkndang-
Undang ini;

e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/ataanasayang
berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yafiguga
digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasatkasang-
Undang ini;

f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertgemg diduga
digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindakangid
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap ddat atau
sarana kegiatan Teknologi Informasi yang didugaumnidian
secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Pergndan
undangan,;

h. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam pkkagn terhadap
tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/at



(6)

(7)

(8)
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i. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidbeedasarkan
Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukuna godana
yang berlaku.

Dalam hal melakukan penangkapan dan penahaearidik melalui

penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pelagadiegeri

setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana &sud pada ayat (1)

berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Neg&mpublik

Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan mi@nyampaikan

hasilnya kepada penuntut umum.

Dalam rangka mengungkap tindak pidana Infornkdsktronik dan

Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sateagan penyidik

negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.



